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PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 17 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 73 

TAHUN 2014 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN 

ALOKASI DANA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

Menimbang : a. bahwa mekanisme pengalokasian dan tata cara 

pengalokasian Alokasi Dana Desa telah diatur dalam 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 

tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian 

Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian Dan Tata 

Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa; 

  b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, beberapa Peraturan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

disesuaikan; 

SALINAN 
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  c. 

 

 

 

 

 

bahwa untuk lebih mendorong Kepala Desa dan 

Perangkat Desa untuk meningkatkan kinerjanya agar 

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 

pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat 

Desa semakin terselenggara dengan baik, perlu 

menjamin kepastian hukum atas besaran Alokasi Dana 

Desa sebagai sumber anggaran untuk penghasilan tetap 

Kepala Desa dan Perangkat Desa;  

  d. 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 

Tahun 2014 Tentang Pengalokasian Dan Tata Cara 

Pengalokasian Alokasi Dana Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4483); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5717); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

  8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 

tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian 

Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang 

Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi 

Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2015 Nomor 14); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 73 

TAHUN 2014 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA 

CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 

tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang 

Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 14) diubah, sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

(1) Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Alokasi Dana Desa 

setiap Tahun Anggaran. 
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(2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh 

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

 

2. Ketentuan  Lampiran angka III huruf A dan huruf B diubah, sehingga 

Lampiran angka III huruf A dan huruf B diubah berbunyi sebagai berikut: 

 

A. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 

Dana Alokasi Khusus, yang dialokasikan untuk Desa di Kabupaten 

Banyumas. 

B. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada 

Kabupaten Banyumas untuk mendanai kebutuhan Kabupaten 

Banyumas dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 

3. Ketentuan  Lampiran angka VI huruf A diubah sehingga Lampiran angka 

VI huruf A berbunyi sebagai berikut: 

 

A. Pos Pengeluaran 30% (tiga puluh perseratus) APBDes : 

1. diutamakan untuk pos belanja APBDes Penghasilan Tetap Kepala 

Desa dan Perangkat Desa, yang tata cara penghitungannya 

alokasinya Penghasilan Tetap sebagai berikut :  

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60 % (enam puluh 

perseratus); 

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta 

rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh 

perseratus); 

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus 

juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus 

juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus 

lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40 % 

(empat puluh perseratus); dan  

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000,00 (sembilan 

ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 360.000.000,00 (tiga 

ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30 

% (tiga puluh perseratus).  
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2. ADD yang telah dikurangi alokasi Penghasilan Tetap, dapat 

digunakan untuk : 

a. tunjangan-tunjangan dan/atau penerimaan lainnya yang sah 

Kepala Desa dan Perangkat Desa; 

b. operasional Pemerintah Desa; 

c. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan 

d. insentif Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyumas. 

   Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 8 Februari 2018 

        BUPATI BANYUMAS, 

                     ttd 

          ACHMAD HUSEIN 

Diundangkan di Purwokerto 
pada tanggal 8 Februari 2018 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
              ttd 
WAHYU BUDI SAPTONO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 17 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

 

FATCHURROCHMAN, S.H. 

Pembina Tk. 1 

NIP 196403221993091001 


